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PENDAHULUAN

L1.  Latar Belakang Masalah

Menjamin: pemenuhan hak bagi setinp warga Negar Indonesia sudah
menjadi tugas dan kewajiban Negara khususnya pemerniahan yang berkuasa uniuk
mmpmrdnnmamhmmsmap wargy terpenubi segala kebutuhan hak
i esin mempunyai kesempitan

n kondisi yang ada pada penyandang disabilitas.
penyandang dissbilites yang mempwaﬂi
nn | pemyands dlsuhllll:umnugﬂuml keterb

1 dl:: sensorik mengakibatkan para penys
berbeda serta kesulitan apabila keterh

disabilitas tersebut.
Terkait penyesuman Kondi g ada pada penyandang
disabilitas dalam bennteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di
lingkungan masyarakat normal pada umumnya belum dapal seutuhnyas berpihak
kepada penyandang disabilitas. Dalam proses penyesuaian kondisi vang ada pada
penyandang disabilitas stigma permasalahan soal diskriminasi masih lekat apabila
berbicara tentang pemenuhan hak asasi bagi para penyandang disabilitas.
Permasalahan diskriminasi ini timbul dikarenakan belum mematanya pemenuhan

pada umumnya terkail kong



hak asasi bagi para penyandang disabilitas vang bisa terpenuhi. Keadaan kondisi
yang berbedn setiap penyandang disabilitas vang menjadi salah satu alasan dimana
kebijakan pemenuhan hok asasi bagl para pemyandang disabilitas belum bisa
mencakup semua aspek elemen pendukung pemenuhan hak asasi bagi para
penyandang dizabilitas.

selaku badan pembual i an, bagi wargn negar negaranya
ses bagi warga negara

secara maksimal
pada umumnya.

Terkait kondisi penyandang disabilitas yang mempunyai kondisi perbedaan
dengan warga negara normal pada umumnya yang dapat mempengaruhi dalam
keikut sertsan dalam berinteraksi dan berpartisipasi datam kehidupan bernegara
penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang perlu dipenuhi terkait
keadaan kondisi perbedaan mereka tersebut. Pemenuhan hak dan pemenuhan
kebutuhan bagi para penyandang disabilitas sudah diotur dalam kebijakan yang

2



dibuat dan di sediakan pemerintah yang memberikan regulasi kepada penyandang
disabilitas agar lebih tertata pemenuhan hak dan pemenuhan kebutuhannya melalui
aturan yang ada. Kebijakan khusus terkait penyandang disabilitas telah distur
pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas. Kebijakan Undang-Undang ini mengatur segala tentang regulasi yang
dapat digunakan penyandang disabilitas didalam berkegiatan agar dapat mewadahi
segala kebutuhan hak penyandang di r mana dapat menjadi pedoman

et sdang disabilitss, Adanya

litas secarn khusus mengalokasikan setiap
bilitas dafam kehidupan bernegara dan bersosial
at agar para penyandang disabilig il
dan kebutuhan mereka denga
ah ada dan berfaku terkail kondisi meraka.
g Tahuy

disabilitas. Dengan adanya regulasi kebijakan yang telah diatur dan disahkan dalam
Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan
dengan adanyanya kebijakan ini dapat memperkuat hak-hak terkait jaminan dan
keterbukaan kesempatan yang lebih baik terhadap pemberlakuan kepada
penyandang disabilitas didalom memperoleh hak hidup yang dilaksanakan
penyandang disabilitas sesuai kondisi mereka didalam memperoleh hak pendidikan
vang lebih baik, memperoleh hak kebutuhan dalam mengakses fasilitas negara yang
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ada pada umumnya, dan memperoleh pemenuhan atas hak mendapatkan pekerjaan
yang layak sesuni dengan kondisi penyandang disabilitas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Takun 2016 Tentang Penyandang
Disahilitas para penyandang disabilitos mempunyai dukungan payung hukum yang
membantu mereka  memperoleh pemenuhan hak-hak mereka yang telah
disesunikan dengan kondisi mereka, A etapi meskipun kebijakan tersebut telah
menjadi pedoman dukungan payw g memadai bagi penyandang
disabilitas pe nasal in s

Jﬂuﬂnddﬂkmkmdiﬁeﬁiphldang
, aspck gk e el dan o

pendidikan yang ada terkait permasalahan kondisi d
masih ada kebijakan atau peraturan yang belum semua penyandang dishilitas dapat
penuhi karena kesdaan kondisi setisp penyandang disabilitas yang beragam.
Pemenuhan hak dalam bidang pendidikan seharusnya mencerminkan aspek prinsip
terbuka terhadap kondisi setiap penyandang disbilitas, tanpa adanya diskriminasi
terkait kondisi penyandang disabilitas, relevan terhadap setisp perbedaan kondisi
penyanding disabilitas, bersifat akomodatif, dan berpusat pada kebutuhan
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pendidikan bagi penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip aspek ini perlu
diperhatikan dan di jaga agar pemberian pendidikan bagi penyandang disabilitas
dapat berjalan dengan layaknya tanpa ada permasalahan disknminasi dikarenakan
pelaksanaan dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat
berpengaruh besar terhadap setiap jaminan yang ada kedepannya tanpa terkecuals
yang dapat mempengaruhi dalam mendaps

i i usia manusia untuk

lom  kenyataannys jum el an di - kalangan

penyandang disabilitas ml:’l:w mmh Baugal tulggl plda usia pmdukhf kerja ini.
Usia produktif untuk bekerja ini menjadikan tantangan yang berat bagi penyandang
disabilitas terkait kondisi mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak sesuai
dengan kondisi mercks. Maka dari itw perlu adanya bantuan payung hukum
kebijakan dan pemenintah untuk mengatur dan mengelola masyarakat penyandang
disabilitas vang sudsh masuk dalam kategori usia produktif bekea untuk
mendapatkan peluang kerja dan jaminan pemenuhan bak asasi dalam peluang kerja.

5



Permasalahan jaminan pemenuhan hak asasi peluang kerja bagi penyandang
disabilitas setidaknya sudah diatur don dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor B
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang im meyebutkan
dalam pasal 53 ayot | dan 2 berbunyi "Pemerintah. Pemerintah Daersh, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
diwajibkan mempekerjakan minimal 2 pe % dari jumlah pegawai atou pekerja
bagi penyandang disabilitas™. Dan a atau perusahsan pribadi
mandiri diwajibka ekerjak i dan jumlah pegawai atan

menjalankan kebijakan Undang-Undan

i lainnya untuk penyandang disabilitas da

: ia Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2019 yang setidaknya penvandang disabilitas harus sehat secara jasmani dan rohani,
serta lulus melalui pendidikan formal standar dan mendapatkan pelatihan pekerja.
Kondisi sehat secara jasmani dan rohani bagi para penyandang disabilitas akan
disesuatkan kebutuhan terkait kondisi-kondisi penyandang disabilitas dalam
pekerjaan. Persvaratan ini disesuikan dengan bertujuan memaksimalkan kinerja
penyandung disabilitas dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjsan
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mereka dengan menyesuaikan kondisinya apabila sudah diterima bekerja menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Persyaratan seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi
penyandang disabilitas masih dianggap belum relevan bagi  keseluruhan
penyandang  disabilitas apabila dilihat dari keberagaman jenis penyandang
disabilitas. Hanya hehempl lm:e_gnn ey ng dizabilitas vang diperbolehkan
atau dapat mengikuti selcksi dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

ijakan ini sctidakn mibulnya kecemburuan sosial

dmchkmmumdmgmkd:umhnn}ugahndwhlhnmmﬁengmjmhh
kebutuhan, Penyesuaisn jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini
mengakibatkan tidak semua lembaga instansi pemenintahan membuka atau
mengadakan slot bagi penyandang disshilitas. Pembatasan  kebutuhan ini
setidaknya dapat menghambat pemenuhan kuota 2 persen % yang digunakan untuk
mempekerjakan penyandang disabilitas di dalam instansi pemerintah sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam rangka upays memaksimalkan kesempatan
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bekerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan Negara sebagai masyarakat sipil
maka perlu adanya pengahopusan hambatan-hambatan hukum dan sosial yang
menghambat dalam mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN).

Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Daerah Istimews Yogyakarta tahun
2018 menvebutkan jumlah penvendang disabilitas di Deerah Istimewn Yogyakarta
terdapat sebesar kurang lebih sej

: esuai undang-
teknyn masih banyak
pengimplementasian
| dalam rekruitmen dan
seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meninimalisir faktor hambatan dalam
pengaplikasian kebijakan dan aturan dalam proses pelaksanaan rekruitmen dan
seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dikaji lebih dalam agar dalam
memberikan jaminan kesempatan hak memperoleh pekerjaan sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN) penvandang disabilitas tidak menimbulkan masalah yang
komplit terutama permasalahan diskriminasi yang cubup ramai dibicarakan terkait
hal tersebut,




Dalam kurun waktu lima tshun terakhir dalam peluksanaan kegiatan
rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakartn
pada dasamya sudah menunjukkan proses yang meningkat dalam memberikan
pemenshan hak kepoda penvandmng disabilitas. Kesempatan vang ada dalam
menjamin  keterbuksan  kesempatan kepadn penyandang  disabilites  dalam
mengikuti proses rekrutmen dan seleksi atur Sipil Negara (ASN) untuk bisa
berkarya dan berkonh _!_-:I__a.- dalam p

Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta harus benar-benar di perhatikan
secara khusus oleh pemerintsh Daerah Istimewa Yogyakaria, yang mana tanggung
jawab ini menjadi tugas Badan Kepegawaion Daersh (BKD) Daerah [stimewa
Yogyakarta sebagai badan lembaga daerah vang bertugas melaksanakan proses
rekruitmen dan seleksi Aparstur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Perlunya harmonisast terkait kebijakan yang berlaku antara pemerintah
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pusat dan pemerntah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan pedoman
dalam meminimalisir ketimpangan dalam proses rekruitmen dan seleksi Aparatur
Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelarasan
kebijakan im mengambil point-point peraturan terkait tujuan uinma diawal dalam
memberikan jaminan hak pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada
penyandang disabilitas ].rang jelas dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 2016

Peraturan dilaksunakan dan di jalankan oleh Badan Kepegowaian Daersh {BKD)
dalam memenuhi kuota formas: yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian penjelasan latarbelakang diatas penulis tertank untuk
meneliti dan merangkum ferkail persoalan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas dalam seleksi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara {ASN) pada tzhun
2019 di dalam pemerintuh Daerh Istimews Yopyakarta. Melihat permasalahan
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yang ada diatas, maka judul yang menggambarkan topic permasalahan diatas
adalsh : "IMPLEMENTAS]I PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI APARATUR SIFIL
NEGARA (ASN) DI PEMERINTAHAN DAERAH  ISTIMEWA
YOGYARARTA®,

jpil Negara (ASN) tahun

Adapun manfaat vang dibarapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bagi peneliti
Penelition i dibarapkan dapat menjadi bakan nilai tambahan dalam
pengembangan  |lmu pengetahuan dalam memahami kebijakan dalam
memberikan dan menjalankan pemenuhan hak penyandang disabilitas
dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
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dikombinasikan melalui ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama
perkulighan.

2) Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapt menjadi sumbangan data informasi terkait
akademisi sebagai hnhnnmﬁnnnm dan bahan penelitian studi khasus terkait

dan masing-masing bab terbagi dalam sub ha!:u vang penjelasannya sebagai
berikut ;
BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan dalam sub bab tentang latar belakang masalah,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, state of
art penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan dalam sub bab membasas tentang berkaitan
dengan penjelasan teori-teori meliputi disabilitas, hak disailitas, perfindungan hak
disabilitas, seleksi dan rekrutmen, Aparatur Sipil Negara (ASN}, implementasi daln
lain-lain.

BAB I METODE PENELITIAN
Blh!i:ni -a_: eT |
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